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ABSTRACT

Land Consolidation on nagari customary land has different characteristics
from Land Consolidation on individually held land because the community had
occupied and utilized the land without possessing individual land rights, while
authority over the land remained with the customary law community through the
Nagari Customary Council and ninik mamak. This study aims to analyze the Land
Consolidation process, the arrangement of land tenure and rights, and the form of
Land for Development on nagari customary land in Pauh Barat Village, Pariaman
City. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data
were collected through interviews, field observations, and document analysis and
were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and
conclusion drawing and verification. The findings show that Land Consolidation
was implemented through the stages of planning, implementation, development of
results, and supervision, with adjustments to the characteristics of customary land,
particularly through the involvement of the Nagari Customary Council and ninik
mamak in granting approval, determining participants, and regulating land
utilization. The arrangement resulted in a Right of Management held by the Nagari
Customary Council as the underlying right and Rights of Use granted to 60
participants over the rearranged parcels. This arrangement did not constitute a
conversion from Ownership Rights into Rights of Use because the participants had
not previously held individual land rights. Land for Development originated from
a portion of the customary land within the Right of Management area and was
allocated for roads and neighborhood infrastructure. The Land for Development
was granted under a Right of Use to the Pauh Barat Village Government to be
managed as a village asset for as long as it is used for public purposes. The
resulting empirical pattern demonstrates that Land Consolidation on nagari
customary land requires the integration of customary authority, land
administration, participant agreement, infrastructure development, and
supervision of the rearranged area.

Keywords: Land Consolidation; nagari customary land; Right of Management,
Right of Use; Land for Development.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permukiman pesisir umumnya berkembang tanpa perencanaan
ruang yang memadai sehingga memunculkan pola hunian padat,
keterbatasan infrastruktur dasar, dan ketidakjelasan status tanah (Cain,
2014). Menurut Du & Greiving (2022), permukiman informal pesisir di
Asia Tenggara tumbuh tanpa pengaturan spasial yang jelas dan dihuni oleh
kelompok berpenghasilan rendah yang sangat rentan terhadap banjir rob dan
perubahan iklim. Banyak permukiman pesisir di negara berkembang berada
pada zona berisiko tinggi akibat minimnya pilihan tempat tinggal, lemahnya
infrastruktur dasar, dan tekanan lingkungan yang semakin meningkat (Cain,
2014). Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut diperkuat oleh
karakteristik geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan
garis pantai yang sangat panjang, yaitu sekitar 108.000 kilometer. Keadaan
tersebut menempatkan kawasan pesisir sebagai ruang strategis bagi
permukiman, aktivitas sosial, dan ekonomi masyarakat (Hasanah, 2020).
Namun, intensitas pemanfaatan ruang pesisir yang tinggi tersebut tidak
selalu diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan
pertanahan yang memadai. Akibatnya, kawasan pesisir di Indonesia
menghadapi tekanan lingkungan dan sosial yang terus meningkat, terutama
karena kawasan ini menjadi ruang tinggal bagi masyarakat berpendapatan
rendah yang bergantung pada aktivitas kelautan dan perikanan (Kaseke
dkk., 2017). Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang didominasi
oleh kelompok berpendapatan rendah, keterbatasan akses terhadap tanah
yang legal, serta lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang menjadikan
permukiman di kawasan pesisir memiliki potensi tinggi untuk berkembang

menjadi kawasan kumuh (Du & Greiving, 2022).
Penanganan permukiman kumuh pada dasarnya tidak cukup

dilakukan hanya dengan memperbaiki bangunan dan menyediakan



infrastruktur. Keberhasilan penataan juga ditentukan oleh kejelasan status
tanah, kesesuaian pemanfaatan ruang, dan adanya dasar hukum yang
memungkinkan pembangunan dilaksanakan. Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 menempatkan
legalitas tanah sebagai salah satu aspek yang perlu diidentifikasi dalam
penetapan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal
ini menunjukkan bahwa persoalan pertanahan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas permukiman.

Salah satu kebijakan yang pernah digunakan pemerintah untuk
mempercepat penanganan permukiman kumuh adalah Program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU). Program ini dikembangkan sebagai wadah kolaborasi
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur serta
pelayanan dasar permukiman (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016).
Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan pada suatu kawasan tidak selalu
dapat segera dilakukan. Pada lokasi yang status tanahnya belum jelas,
program penataan berhadapan dengan persoalan mengenai siapa yang
berwenang memberikan persetujuan, siapa yang berhak menerima hasil
pembangunan, dan bagaimana tanah untuk prasarana umum dapat
disediakan.

Konsolidasi Tanah (KT) merupakan salah satu instrumen
pertanahan yang dapat digunakan untuk menjembatani penataan ruang,
kepastian hukum, dan pembangunan kawasan. Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019
mendefinisikan KT sebagai kebijakan penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang, sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan umum
dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui KT, penataan tidak
berhenti pada penerbitan sertipikat, tetapi juga mencakup penyesuaian
bidang tanah dan penyediaan tanah bagi prasarana, sarana, dan utilitas

kawasan.



KT dapat diterapkan pada kawasan pesisir yang memiliki tekanan
ekologis tinggi dengan menerapkan pendekatan pola keamanan lanskap
(landscape security patterns) untuk mengatur jalur air, ruang terbuka, dan
zona aman terhadap bencana (Xia dkk., 2021). Pendekatan ini sangat
penting karena kawasan pesisir memiliki karakteristik geospasial yang
berbeda, sehingga proses penataan ruang harus mempertimbangkan
dinamika ekologis pantai dan morfologi pesisir. Dalam hal ini, KT
dipandang mampu untuk menjawab persoalan ketidakteraturan ruang,
legalitas tanah, dan kualitas lingkungan secara bersamaan (Xia dkk., 2021).
Dengan demikian, KT dapat dipahami sebagai solusi untuk menangani
ketidakteraturan ruang sekaligus menyiapkan infrastruktur dasar dan ruang
terbuka yang diperlukan oleh masyarakat pesisir.

Dalam perkembangan praktiknya, KT atau land readjustment juga
digunakan untuk meningkatkan kualitas kawasan yang berkembang tidak
teratur. Garcia Fermin (2024) menunjukkan bahwa land readjustment telah
berkembang dari instrumen yang terutama berorientasi pada pemilik tanah
menjadi salah satu pendekatan untuk peningkatan kualitas permukiman
informal dan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah. Di Indonesia,
penelitian Yurmansah dan Mussadun (2016) memperlihatkan bahwa KT
dapat mendukung penataan permukiman kumuh, tetapi pelaksanaannya
sangat dipengaruhi oleh kesepakatan peserta, kejelasan proses, dan
keterhubungan antara penataan tanah dengan pembangunan kawasan.
Dengan demikian, KT harus disesuaikan dengan karakter penguasaan tanah
dan kondisi sosial di setiap lokasi.

Penyesuaian tersebut menjadi semakin penting apabila KT
dilaksanakan pada tanah ulayat. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai
ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas, tata hubungan sosial,
dan keberlanjutan masyarakat hukum adat. Kewenangan atas tanah ulayat
tidak semata-mata berada pada individu yang menempati atau
memanfaatkan tanah, melainkan terkait dengan kelembagaan dan ketentuan

adat yang berlaku. Asiama, Bennett, dan Zevenbergen (2019) menegaskan



bahwa konsolidasi tanah pada sistem penguasaan adat perlu
mempertimbangkan secara bersamaan aspek hukum, sosial, budaya,
ekonomi, kelembagaan, dan teknis agar penataan tidak justru melemahkan
hak masyarakat adat.

Hukum pertanahan nasional mengakui keberadaan tanah ulayat
sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai
dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.
Perkembangan pengaturan selanjutnya membuka kemungkinan agar tanah
ulayat ditetapkan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) bagi masyarakat hukum
adat. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa
HPL yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum
adat. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18
Tahun 2021, yang memungkinkan pemberian hak atas tanah di atas HPL
berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah. Konstruksi ini memberikan
ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas
pemanfaatan tanah tanpa harus menghilangkan kedudukan masyarakat
hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

Salah satu wilayah pesisir Indonesia yang menghadapi persoalan
kekumuhan adalah Desa Pauh Barat, yang berada di Kecamatan Pariaman
Tengah, Kota Pariaman. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman
Nomor 38/050/2022, kawasan ini ditetapkan sebagai permukiman kumuh
sedang dengan luas sekitar 21.193 m?, mencakup Dusun Pasir Selatan dan
Pasir Utara. Kepadatan bangunan di wilayah ini telah melebihi 63%,
sebagian rumah tidak layak huni, dan sistem drainase belum berfungsi
dengan baik. Sementara itu, lokasi geografis Desa Pauh Barat yang berada
di pesisir menjadikannya rentan terhadap abrasi pantai dan genangan air
laut, sehingga masyarakatnya menghadapi risiko lingkungan yang tinggi.
Penetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rencana penanganan
kawasan dan Usulan Dana Alokasi Khusus Integrasi Kawasan Pauh Barat

Tahun 2023. Dokumen perencanaan menunjukkan bahwa penataan



kawasan memerlukan keterpaduan antara pembangunan permukiman dan
penyelesaian aspek pertanahan (Laporan Perencanaan KT Kantor
Pertanahan Kota Pariaman, 2023).

Rencana pembangunan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan
karena tanah yang menjadi lokasi kegiatan merupakan tanah ulayat Nagari
V Koto Air Pampan/Ninik Mamak Koto Pauh. Kawasan itu telah dihuni dan
dimanfaatkan masyarakat, tetapi para penghuni belum mempunyai hak atas
tanah secara individual. Di sisi lain, tanah ulayat tidak dapat begitu saja
diserahkan kepada pemerintah karena masyarakat adat tetap ingin
mempertahankan hubungan dan kewenangannya atas tanah tersebut.
Kondisi ini memperlihatkan adanya dua kebutuhan yang harus
dipertemukan, yaitu kebutuhan pemerintah akan kepastian hukum untuk
melaksanakan penataan kawasan dan kebutuhan masyarakat hukum adat
untuk menjaga keberlanjutan tanah ulayat.

Pemerintah Kota Pariaman, Kantor Pertanahan Kota Pariaman, dan
Kerapatan Adat Nagari kemudian memilih KT sebagai jalan untuk
mempertemukan kedua kebutuhan tersebut. Penataan dilakukan dengan
menempatkan KAN sebagai pemegang HPL yang berasal dari tanah ulayat,
sedangkan masyarakat direncanakan menerima Hak Pakai di atas HPL atas
bidang hasil penataan. Pilihan ini menjadikan KT di Desa Pauh Barat
berbeda dari KT pada umumnya. Pada KT yang lazim, peserta telah
mempunyai hak atau penguasaan individual yang lebih jelas, kemudian
bidang tanahnya ditata kembali. Dalam kasus Pauh Barat, KT justru
digunakan untuk menata kawasan yang berada dalam satu penguasaan
ulayat, sementara masyarakat yang menempati kawasan belum
berkedudukan sebagai pemegang hak individual.

Keunikan tersebut menimbulkan persoalan yang perlu dikaji lebih
lanjut. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2019 merumuskan peserta KT sebagai pemegang
hak atau penggarap tanah negara. Sementara itu, masyarakat di Pauh Barat

menempati tanah ulayat, bukan tanah negara, dan belum mempunyai hak



individual atas bidang yang dikuasainya. Keadaan ini menimbulkan
pertanyaan mengenai bagaimana tahapan KT diterapkan, bagaimana subjek
dan objek KT ditetapkan, serta bagaimana hubungan antara penguasaan
berdasarkan adat, HPL atas nama KAN, dan Hak Pakai untuk peserta KT
dibentuk dalam satu rangkaian penataan.

Persoalan lain berkaitan dengan Tanah untuk Pembangunan (TP).
Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019, TP dipahami sebagai bagian
tanah peserta yang diserahkan atau disediakan untuk pembangunan
prasarana, sarana, utilitas, dan Tanah Usaha Bersama berdasarkan
kesepakatan. Konsep tersebut relatif mudah dipahami ketika peserta
merupakan pemilik atau pemegang hak atas bidang tanah asal. Namun, pada
KT di Pauh Barat, peserta bukan pemilik tanah asal karena seluruh objek
berada dalam penguasaan tanah ulayat dan selanjutnya berada dalam HPL
KAN. Oleh karena itu, perlu dijelaskan pihak yang menyediakan TP, dasar
kesepakatannya, dan bentuk tanah yang digunakan untuk kepentingan
pembangunan.

Penelitian terdahulu telah membahas KT dalam penataan
permukiman kumuh dan konsolidasi pada sistem penguasaan adat.
Yurmansah dan Mussadun (2016) lebih menekankan evaluasi proses KT
pada kawasan permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat,
sedangkan Asiama et al. (2019) membahas prinsip konsolidasi tanah adat
secara konseptual dalam berbagai sistem penguasaan tanah. Kajian tersebut
memberikan landasan penting, tetapi belum secara khusus menjelaskan
pelaksanaan KT pada tanah ulayat nagari yang telah dihuni masyarakat
dengan skema HPL atas nama lembaga adat, Hak Pakai bagi peserta, dan
penyediaan TP dalam satu objek tanah ulayat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini tidak
diletakkan pada penilaian keberhasilan program semata, melainkan pada
cara KT dapat dilaksanakan dalam karakter penguasaan tanah yang berbeda

dari pola KT pada umumnya. Penelitian diarahkan untuk menguraikan



proses pelaksanaan KT di tanah ulayat nagari, menganalisis bentuk
penataan penguasaan dan pemilikan tanah yang dihasilkan, serta
menjelaskan wujud TP dalam konstruksi tanah ulayat. Kajian ini penting
untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan KT yang tetap
mendukung pembangunan kawasan tanpa mengabaikan kedudukan tanah
ulayat. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul “Problematika Penerapan
Konsolidasi Tanah Pada Tanah Ulayat Nagari Di Desa Pauh Barat, Kota

Pariaman”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pelaksanaan KT di tanah ulayat nagari?
2. Bagaimana bentuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah dalam KT
di tanah ulayat nagari?
3. Bagaimana wujud Tanah untuk Pembangunan (TP) dalam KT di tanah

ulayat nagari?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

a. menganalisis proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah di tanah ulayat
nagari;

b. menganalisis bentuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah
dalam Konsolidasi Tanah di tanah ulayat nagari; dan

c. menganalisis wujud Tanah untuk Pembangunan dalam Konsolidasi

Tanah di tanah ulayat nagari.



2. Manfaat Penelitian
Sedangkan untuk manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pertanahan
mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat,
terutama yang berkaitan dengan penataan penguasaan dan pemilikan
tanah, penggunaan HPL sebagai dasar pengelolaan tanah ulayat,
pemberian Hak Pakai kepada peserta, serta pembentukan Tanah
untuk Pembangunan.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan
bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, pemerintah daerah, kantor pertanahan, dan
kelembagaan adat dalam merencanakan serta melaksanakan
Konsolidasi Tanah pada wilayah yang mempunyai karakter
penguasaan tanah sejenis. Penelitian ini juga diharapkan
membantu memperjelas aspek yang perlu diperhatikan agar
penataan kawasan dapat berjalan tanpa menghilangkan
kedudukan tanah ulayat dan kepentingan masyarakat yang

menempatinya.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Proses Konsolidasi Tanah di Desa Pauh Barat dilaksanakan melalui
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hasil, dan
pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Konsolidasi Tanah.
Namun, karena objeknya merupakan tanah wulayat nagari,
pelaksanaannya memerlukan penyesuaian berupa keterlibatan KAN
dan ninik mamak dalam pemberian persetujuan, penetapan peserta,
serta pengaturan pemanfaatan tanah. Proses tersebut kemudian
dilanjutkan dengan pembentukan HPL atas nama KAN, penegasan
objek Konsolidasi Tanah, dan pemberian Hak Pakai kepada peserta di
atas HPL. Dengan demikian, kekhususan proses Konsolidasi Tanah di
Pauh Barat terletak pada upaya menyesuaikan tahapan pertanahan
dengan kewenangan adat tanpa menghilangkan kedudukan tanah ulayat
nagari.

Penataan penguasaan dan pemilikan tanah di Desa Pauh Barat
dilakukan melalui penataan subjek, objek, dan hubungan hukum atas
tanah. Sebelum Konsolidasi Tanah, masyarakat menempati dan
memanfaatkan bagian tertentu dari tanah ulayat berdasarkan pengakuan
adat, tetapi belum memiliki hak atas tanah secara individual. Melalui
Konsolidasi Tanah, tanah ulayat ditetapkan sebagai HPL atas nama
KAN, sedangkan peserta memperoleh Hak Pakai atas bidang hasil
penataan. Dengan demikian, penataan tersebut memberikan kepastian
hukum kepada peserta tanpa menghilangkan kedudukan tanah ulayat
nagari.

Wujud Tanah untuk Pembangunan dalam Konsolidasi Tanah di Desa
Pauh Barat berupa bidang tanah yang dialokasikan untuk jalan dan
prasarana lingkungan. Tanah tersebut berasal dari bagian tanah ulayat

yang telah ditetapkan sebagai HPL atas nama KAN, bukan dari
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pengurangan hak individual peserta. Untuk menjamin kepastian hukum
dan pengelolaannya, bidang Tanah untuk Pembangunan diberikan Hak
Pakai atas nama Pemerintah Desa Pauh Barat selama digunakan untuk
kepentingan umum. Dengan demikian, kebutuhan prasarana kawasan

dapat dipenuhi tanpa menghilangkan kedudukan tanah ulayat nagari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang

dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1.

Kementerian ATR/BPN perlu menyusun pedoman khusus mengenai
pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat. Pedoman tersebut
perlu mengatur secara lebih jelas mengenai kedudukan masyarakat
sebagai peserta, keterlibatan KAN dan ninik mamak, pembentukan
HPL, pemberian Hak Pakai, serta penyediaan Tanah untuk
Pembangunan. Pedoman ini diperlukan agar pelaksanaan Konsolidasi
Tanah pada tanah ulayat tidak hanya bergantung pada penyesuaian yang
dilakukan oleh pelaksana di lapangan..

KAN atau ninik mamak perlu tetap menjaga peran adat dalam
pengelolaan tanah ulayat hasil KT, sehingga kepastian hukum yang
diberikan kepada masyarakat tetap berjalan seimbang dengan
keberadaan dan perlindungan tanah ulayat.

Masyarakat/peserta KT perlu menjaga hasil penataan yang telah dicapai
dengan merawat rumah, lingkungan, dan fasilitas yang telah dibangun,
serta tidak melakukan perubahan secara sepihak yang dapat
mengurangi keteraturan kawasan.

Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji keberlanjutan hasil KT
setelah beberapa tahun berjalan, terutama pada aspek pemeliharaan
kawasan, perubahan perilaku bermukim, keberlanjutan hak pakai di

atas HPL, serta dinamika pewarisan dalam konteks tanah ulayat.
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